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KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 2o) A 1KPTSlti- 12024

TENTANG

PENUNJUI(AN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT
BIDANG KEROHAIYIAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I(ABUPATEI{ HALMAHERA BARAT
TAHUIY 20.24

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahw'a dalam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta kerukunan umat
beragama agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia khususnya
dalam bidang kerohanian;

tr. ba-hwa kerohania-n menrpakan segaia knndisi pikiran manusia .yang
berkaitan dengan peran jiwa sebagai asensi bagi kehidupan umat
beragama, maka sangat dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati
Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang
Penunjukan Staf Khusus Bupati Hahnahera Barat Bidang Kerohanian
l)alam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flalmahera
Barat Tahun 2O24;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat iI Daiam Wilayah Daerah Swatantra Tingkai i
Maiuku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang*
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemtrentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan I(abupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Haknahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

5. Undatg-undang iriomor i7 Tahun 2003 tentarrg Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur Sipil Negara:
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah;q. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang Adminisb'asi

Pemerintahan;
10. Undang*undalg Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A2'2 tentang Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun Z}fi tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

12. Pei-atui:an Pemeriniah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201,6 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor t 1 Tahun Z}fi tentang Manajemen Pegau,ai

Negeri Sipil;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

20.

Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Peiaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peratui'an lv{enteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 iB ien-Lang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahurr 2O2O tentang Pedoman
Teknis Pengeioiaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A21
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Dnrnr'l^1-"- A h^^^r^ ^ 1n )A.DALAi ldfaurr iua5E;uaoar LvLa,

Peraturan Bupali HaLmahera Barat Nomor 20 Tahun '2A2I tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10
Tahun 2OLO tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O24;

MEMUTUSI{AN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pdt. Yernia Lidya Tea, S.Teol sebagai Staf Khusus Bupati
Halmahera Barat Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
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KEEMPAT :

KELIMA

Masa kontrak keda Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 4 Bulan terhitung mulai
tanggal i Bulan September sarnpai dengan tanggai 31 Buian Desember
Tahun 2024.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat
ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. bertentangan dengan kebijakan
pemerintah dan/atau bertentangan dengan hai-hai lain yang ber:sifat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran
Rp. 1O.OOO.OOO,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Staf Khusus Bupati bidang Kerohanian Daiam Penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah selain memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan memperhalikan kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati bidang Kerohanian dalam penyelenggaraan
penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya perjalanan dinas
Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarahkan dengan
Peg'alanan Dinas Non PNS.
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KBTUJUH : Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan bahan masukan, kajian daiam perumusan kebijakan Bupati
di Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
mencakup pelayanan kepada masyarakat serta kerukunan umat
beragama;

b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Menjaga komunikasi yang baik antara umat beragama di Kabupaten
Halmahera Barat;

d. Menyediakan fasilitas yang dapat meningkatkan r*.awasan keagamaan;
e. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan Daerah

agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;
i. Meiakukan koordinasi berbagai kegiatan masyarakat rnenyangkut

kegiatan keagamaan;
g. Melakukan penyuluhan tentang keberhasilan pembangunan melaiui

bahan dan pintu jalan keagamaan;
h. Tugas-tugas khusus iain yang diberikan oleh Bupati.

KtrDtrLAPAN : Staf Khusus tsupati Bidang Kerohanian Daiam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam menjaiankan tugas berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupali.

KBSEMBILAN: Segala biaya yang akal timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae;:ah l{abi:paicn
Halmahera Barat pos Anggaran Bagian Kesra dan Ketenagakerjaan Setda
Kab. Halmahera Barat.

KESEPULUH: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor:
1O.AlKpts lll'2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KtrSEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkal di : Jailolo
Pada tanggal : 2 24',}4

BUPATI BARAT,

Tembusaru Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
+. Yang bersangkutan untuk diketahui.

JAMES UAITGA^^ Dil Al* TT,-,,,-
r \Jn. DlU. r l\rt11. UllIUlIt

Kabag Kesra & Tenaga Kerja

Kabag. Hukum & Orgs
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